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ABSTRAK 

Timor Timur merupakan salah satu provinsi Indonesia, pada tahun 1999 
terjadi referendum dan hasil referendum mengakibatkan Timor Timur tidak lagi 
menjadi bagian dari NKRI. Warga yang memilih Inonesia harus meninggalkan 
Timor Timur. Akibat dari referendum terjadi kerusuhan antar warga pro 
kemerdekaan dan pro integrasi yang menyebabkan warga pro integrasi harus 
meninggalkan Timor Timur dengan tangan kosong tanpa sempat membawa harta 
benda mereka. Warga yang pindah kemudian disebut pengungsi yang menempati 
lahan pemerintah maupun lahan milik warga secara sukarela untuk dijadikan kamp 
pengungsian, salahsatunya yang berada di desa Leun  Tolu 

Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan bersama masyarakat untuk 
memperoleh data dan merupakan penelitian hukum (legal research) yang 
membahas mengenai hak dasar warga eks Timor Timur dengan pendekatan 
penelitian yuridis-empiris menggunakan peraturan untuk melihat data yang 
didapatkan di lapangan. Pendekatan tersebut dengan cara melihat fakta yang ada di 
lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan Undang-undnag No 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia dan kewajiban bagi pemerintah dalam melaksanakan 
tugasnya. 

 Terdapat hak-hak warga pengungsi eks Timor Timur belum sesuai dengan 
amanat yang tercantum dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, hak-hak tersebut yaitu hak atas pekerjaan yang layak faktor 
geografis yang menyebabkan minimnya lapangan pekerjaan dan belum ada upaya 
pemerintah untuk menyediakan maupun menyalurkan lapangan pekerjaan. Hak atas 
bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak belum sesuai karena warga masih 
berada di kamp pengungsi. Hak atas jaminan sosial belum terlaksanan karena dari 
pemerintah belum ada bantuan khusus untuk warga pengungsi, dan Hak anak belum 
terlaksana karena wilayah kamp pengungsi tidak cocok untuk masa pertumbuan 
anak. Dalam hukum islam membahas hak rakyat dalam kontek warga eks Timor 
Timur terdapat hak yang belum sesuai yaitu terjaminnya kebutuhan pokok hidup 
warga negara. Kewajiban pemimpin yaitu melindung wilayah Islam (negara) 
memelihara hukum tuhan dan melindungi kehormatan rakyat sehingga mereka 
mendapatkan kehidupan yang bebas dan aman, dan tugas  memelihara hak-hak 
rakyat dalam pelaksanaan bagi warga eks Timor Timur belum sesuai masih terdapat 
kelalaian oleh pemerintah sehingga masih terdapat hak yang belum terlaksana 
dengan semestinya.  

 

 

kata kunci: Timor-Timur, pengungsi, hak dasar 
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MOTTO 
 
 

“Di Atas Langit Masih Ada Langit” 

“Wayahe Sinau Ya Sinau, Wayahe 

Dolan Ya Dolan. Kabeh Ono Wayahe” 

 

“Salam Pergerakan” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan 

Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uriannya 

adalah sebagai berikut: 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 Sā ṡ es titik atas ث

 jīm J Je ج

 Hā’ ḥ ha titik di bawah  ح

 Khā’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zāl Ż zet titik di atas ذ

 Rā’ R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy es dan ye ش

 Ṣād ṣ es titik di bawah ص

 Dād ḍ de titik di bawah ض

 Tā’ ṭ te titik di bawah ط

 Zā’ ẓ zet titik di bawah ظ

 Ayn ...ʻ... koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gayn G Ge غ

 Fā’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Waw W We و

 Hā’ H Ha ه

 Hamzah ...’... Apostrof ء

 Yā’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

 Ditulis Muta’addidah متعددّة
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 Ditulis ‘iddah عدةّ

 

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 Ditulis Hikmah حكمة

ة  Ditulis ‘illah علّ

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya. 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’Ditulis Karamah al auliya الآولياء كرمة

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakah  al-Fit}ri زكاة الفطر

 

D. Vokal Pendek 

---َ  --- Fathah Ditulis A 
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---ِ  --- Kasrah Ditulis I 

---ُ  --- Dammah Ditulis U 

 Fathah Ditulis Fa’ala فعل

 Kasrah Ditulis Z|ukira ذكر

 Dammah Ditulis Yaz|habu يذهب

 

E. Vokal Panjang 

1. fathah + alif Ditulis A> 

ة اهليّ  Ditulis Ja>hiliyyah ج

2. fathah + ya’ mati Ditulis A> 

 <Ditulis Tansa تنسى

3. kasrah + ya’ mati Ditulis i> 

 Ditulis Kari>m كريم

4. dhammah + wawu mati Ditulis u> 

  Ditulis Furu>d فروض

 

F. Vokal Rangkap 

1. fathah + ya’ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم

2. fathah + wawu mati Ditulis Au 

  Ditulis Qaul قول

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (16.04.2019)



 

xii 
 

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis a’antum أأنتم

شكرتم لئن  Ditulis la’in syakartum 

 

 

 

H. Kata Sambung Alif + Lam 

Kata sambung dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah. 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasi sesuai 

dengan bunyinya 

 Ditulis Al-Qura>n القرآن

  Ditulis Al-Qiya>s القياس

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’<Ditulis As-sama السّماء
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 Ditulis Asy-syams الشّمس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

الفروض ذوي  Ditulis Z>}awi> al-furu>d 

ة أهل السنّ  Ditulis Ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara gugusan kepulauan yang membentang luas 

dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki ribuan pulau, dari jumlah 

sebanyak itu tentunya menjadi tantangan Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan 

wilayahnya. Seperti yang terjadi pada tahun 1999 di pulau Timor terdapat satu 

Provinsi yang melepaskan diri dari wilayah Indonesia yaitu Provinsi Timur Timor 

atau yang sekarang mempunyai nama baru yaitu Negara Republik Demokratik 

Timor Leste (RDTL). Lepasnya Timor Timur dari kedaulatan Indonesia pada tahun 

1999 terjadi pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie. Pada saat itu menjadi 

tahun pertamanya untuk menjadi Presiden setelah menggantikan Presiden Soeharto 

pada tanggal 21 Mei 1998.1  

Proses demokrasi yang ditawarkan Presiden BJ Habibie kepada Timor 

Timur yaitu dengan cara referendum atau jajak pendapat untuk warga Timor Timur. 

Jajak pendapat dilakukan untuk menentukan apakah warga Timor Timur akan 

memilih tawaran sebagai otonomi khusus dalam bagian Indonesia atau menolak 

otonomi khusus dan memilih menjadi negara merdeka lepas dari bagian Indonesia.2 

Proses jajak pendapat dilakukan pada tanggal 30 Agustus 1999, dan hasil perolehan 

suara yang disampaikan oleh Sekjen PBB kepada Dewan Keamanan PBB pada 

                                                           
1 Rien Kuntari, Timor Timur Satu Menit Terakhir, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan Pustaka, 

2008), hlm. 23. 
 
2 Ibid., hlm. 20.  
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tanggal 3 September 1999 yaitu 344.580 suara menolak otonomi (78,5%), 94.388 

suara menerima otonomi (21%), dan 7.985 suara dinyatak invalid.3 Di Timor Timur 

terdapat dua kubu warga yaitu kubu yang prointegrasi dan kubu prokemerdekaan 

yang keduanya memiliki pilihan yang berbeda.  

Pada saat masa-masa pengumuman, terjadi bentrok antara kelompok 

prointegrasi dan prokemerdekan diwarnai dengan tindakan anarkis seperti 

pembakaran, pembunuhan, intimidasi, dan lainnya. Tindakan tersebut semakin 

memuncak setelah pengumuman dari hasil kebijakan jajak pendapat oleh Presiden 

BJ Habibie pada tanggal 4 September 1999 yang dimenangkan oleh kelompok 

prokemerdekaan. Warga Timor Timur yang tetap berintegrasi diungsikan menuju 

Timor Barat dengan keadaan terusir dari tempat kelahirannya agar tetap menjadi 

warga Indonesia. Integrasi bagi mereka merupakan pilihan yang tepat untuk 

melanjutkan kehidupanya. Mereka menginginkan tetap berkumpul dengan keluarga 

sebangsa dan sebudaya di Timor Barat.4 Di Timor Barat tepatnya di Kabupaten 

Belu, menjadi tempat yang didatangi banyak pengungsi karena Belu merupakan 

bagian dari wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan Timor Timur. Dari 

informasi yang didapat sesuai dengan UNHCR NGO Unit pada tanggal 5 Oktober 

1999 terdapat 136.000 orang Timor Timur yang mengungsi di kamp-kamp 

penampungan yang tersebar di Kota Atambua yang disediakan oleh pemerintah.5  

                                                           
3 Ibid., hlm. 412. 
 
4 Kiki Syahnakri., Timor Timur The Untold Story,cet. Ke-3 (Jakarta: Kompas, 2013), hlm. 

270. 
 
5 Ahmad Romsan dkk., Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Bandung : Sanic 

Offset, 2003), hlm. 193. 
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Warga dikatakan sebagai pengungsi agar mendapatkan haknya harus 

mempunyai kriteria sesuai dengan konvensi internasional tahun tahun 1951 tetang 

status pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang setatus pengungsi yaitu: adanya 

rasa takut akan persekusi yang berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan 

terhadap kelompok sosial, pendapat politik, dan orang-orang itu berada di luar 

negaranya.6 Dari kriteria yang dituliskan, pegungsi Timor Timur sudah masuk 

dalam kriteria yang ditentukan, hal itu menunjukkan negara harus menjamin hak 

hak dasar bagi pengungsi yang tetap setia memilih Indonesia sebagai negaranya.  

Kondisi pengungsi yang berada di Desa Leun Tolu, Kecamatan Raimanuk, 

Kabupaten Belu sangat memprihatinkan dan jauh dari kata sejahtera. Pengungsi  

masih berada di wilayah kamp pengungsi sejak tahun 1999 sampai saat ini yang 

disediakan pemerintah. Di kamp, pengungsi kurang mendapatkan kehidupan yang 

layak, seperti hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, 

didalamnya juga terdapat hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Jumlah 

pengungsi di Desa Leun Tolu berjumlah 199 kepala keluarga mayoritas beragama 

khatolik dan terdapat pengungsi muslim yang berjumlah 12 kepala keluarga. 

Agama Islam di wilayah Desa Leun Tolu merupakan agama minoritas. 

Didalam ajaran Agama Islam terkandung norma-norma yang berkaitan 

dengan hak asasi manusia, disampaikan oleh Allah swt. melalui Al-Qur’an dan 

Hadis Nabi Muhammad saw. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang 

hak asasi manusia yaitu: 

                                                           
 
6 Ibid., hlm. 5. 
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لقد أرسلنا رسلنا بٱلبينّٰت وأنزلنا معهم ٱلكتٰب وٱلميزان ليقوم ٱلنّاس بٱلقسطۖ وأنزلنا ٱلحديد فيه 

  7بأس شديد ومنفٰع للنّاس وليعلم ٱلّلّ من ينصرهۥ ورسلهۥ بٱلغيبۚ إنّ ٱلّلّ قويّ عزيز 

Maksud dari ayat di atas adalah bahwasannya keadilan harus ditegakkan karena 

keadilan sudah ada ketentuannya didalam Al-Qur’an yang dibawa oleh Rasul SAW 

dan keadilan harus dilaksanakan dalam berhubungan sesama manusia, hal tersebut 

berkaitan dengan perinsip hak asasi manusi yang menjamin keadilan bagi setiap 

orang sehingga tidak ada yang dirugikan.   

Pengungsi sejak tahun 1999 sampai saat ini belum mendapatkan haknya 

secara utuh yang seharusnya hak tersebut sudah dijamin oleh pemerintah terutama 

mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam UUD 1945 BAB XA 

tentang Hak Asasi Manusia. Dilihat dari sudut pandang HAM pemerintah masih 

mempunyai pekerjaan rumah terkait tugasnya dalam menyelesaikan permasalahan 

pengungsi. Oleh sebab itu dilakukan penlitian tentang HAK DASAR WARGA 

NEGARA EKS PENGUNGSI TIMOR TIMUR yang bertujuan untuk mengetahui 

hak dasar sebagai warga negara, yang mencakup hak sipil dan polotik (sipol), hak 

ekonomi sosial dan budaya (ekosob). Penulisan karya ilmiah skripsi ini diharapkan 

mampu memberikan jalan sehingga hak dasar warga eks Timor Timur dapat segera 

terpenuhi. 

  

                                                           
7 Al-Hadid (57): 25. 
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B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah peneliti uraikan dalam latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

mengatur hak-hak dasar warga negara ? 

2. Bagaimana pandangan terhadap pelaksanaan hak-hak dasar warga negara eks 

Timor Timur oleh pemerintah ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitan 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap warga pegungsi eks 

Timor Timur sesua dengan rumusan permasalahan di atas maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pandangan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia terhadap hak dasar warga negara eks pengungsi 

Timor Timur. 

b. Untuk mengetahui pandangan terhadap pelaksanaan hak dasar warga negara 

eks pengungsi Timor Timur oleh pemerintah.  

2. Kegunaan penelitian 

Adapaun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis 
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1) Pengembangan teori hak-hak warga negara dalam sudut pandang teori 

Islam dan konteks ke-Indonesiaan.  

2) Hasil penelitain diharapkan bisa menjadi acuan bahan referensi akademis 

untuk peneliti selanjutnya dalam kajian objek yang sama. 

b. Secara praktis  

1) Diharapkan mampu memberikan dampak positif untuk warga eks 

pengungsi Timor Timur agar bisa menerima hak-hak yang seharusnya 

mereka dapatkan sebagai warga Negara Indonesia.  

2) Sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi untuk 

tetap memperhatikan nasib warga negaranya terutama dalam menciptakan 

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

3) Untuk menambah wawasan dan memberikan motifasi bagi penulis untuk 

tetap mengawal kinerja pemerintah untuk mensejahterkan masyarakat. 

4) Mengajak masyarakat secara umum untuk bersama-sama membangun 

kesejahteraan Negara Indonesia. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dapat juga disebut sebagai tinjauan pustaka merupakan studi 

pendahuluan (preliminary study) merupakan salah satu langkah dalam mencari data 

tentang masalah penelitian dalam bentuk analisis teoritik sesuai dengan objek 

masalah yang akan diteliti, yang dikaitkan dengan hasil dari penelitian yang pernah 
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dilakukan atau sudah ada hasilnya dalam bentuk dokumen atau hasil dari studi 

kepustakaan.  

Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan objek yang sama 

mengenai pengungsi eks Timor Timur di Nusa Tenggara Timur, meskipun 

dilakukan oleh peneliti dengan disiplin ilmu yang berbeda, antara lain sebagai 

berikut: 

Pertama,  penelitian untuk penulisan skripsi oleh Mrianus Watungadha 

mahasiswa Program Kekhususan Hubungan Internasional Fakultas Hukum 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014 dengan judul “Status Kewarganegaraan 

Masyarakat Yang Berdomisili Di Kawasan Perbatasan Antara Republik Indonesia 

Dan Republik Demokratik Timor Leste Khususnya Yang Berdomisili Di Wilayah 

Kabupaten Belu”.8 Penulisan sekripsi ini menganalisis status kewarganegaraan 

yang sebelumnya berada di daerah Timor Barat dan kemudian pindah ke daerah 

Timor Timur sebagai pengungsi akibat adanya referendum. Hasil dari penelitian 

yaitu warga eks pengungsi Timor Timur yang berdomisili di wilayah Indonesia 

telah menjadi warga Indonesia dan menurut Uni Timor Aswain (UNTAS) statusnya 

secara nasioal adalah WNI sedangkan dunia Internasional berpendapat bahwa 

warga eks Timor Timur adalah warga negara Republik Demokrat Timor Leste 

walaupun berdomisili di wilayah Indonesia. ketidakjelasan status kewarganegaraan 

dapat berpengaruh terhadap perlindungan dunia Internasional terhadap individu 

                                                           
8 Marianus Watungadha, “Status Kewarganegaraan Masyarakat Yang Berdomisili Di 

Kawasan Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Republik Demokrat Timor Leste Khususnya 
yang Berdomisili Di Wilayah Kabupaten Belu,” Skripsi Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
(2014). Hlm. 50. 
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warga eks Timor Timur. Dalam penelitian juga membahas upaya pemerintah 

Indonesia dalam menangani warga eks Timor Timur hasilnya yaitu Keputusan 

Presiden Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Provinsi Timor 

Timur yang berdasarkan pendataan tersebut diberikan bantuan sosial dari instansi 

yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dengan kata lain pemerintah 

Indonesia mengakui Pengungsi sebagai Warga Negara Indonesia. Terdapat 

kesamaan yaitu pada objek penelitian yaitu pengungsi eks Timor Timur dan juga 

kesamaan tempat penelitian yaitu di Kabupaten Belu. Perbedaan yang mendasar 

yaitu terletak pada sudut pandang status kewarganegaraan dan peneliti pada sudut 

pandang hak dasar bagi pengungsi yang dilihat dari Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Kedua, jurnal yang disusun oleh Farid Abdul Alkatiri Departemen Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang berjudul “Akses 

Tanah Dan Kendala Legitimasi Eks-Pegungsi Timor Timur Di Kabupaten Belu” 

2018.9 Penelitian ini menekankan pada permasalahan mengenai tanah mengenai 

legitimasi pengolahan tanah dan pembagiannya seperti pengaruh legitimasi yang 

kuat oleh lembaga Adat sepeerti perlindungan terhadap hutan dan tanah adat. Tokoh 

lokal sebagai warga asli maupun pemegang kewenagan juga mempunyai legitimasi 

yang kuat sehingga menyulitkan dalam eksekusi tanah dalam upaya memperoleh 

hak milik yang dihadapi oleh sebagian eks pengungsi, hal ini sangat rentan 

terjadinya praktik diskriminatif dan politis. Selain itu adaya pembatasan partisipasi 

                                                           
9 Farid Abdul Alkatiri, “Akses Tanah dan Kendala Legitimasi Eks-Pengungsi Timor Timur 

Di Kabupaten Belu,” Jurnal Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Indonesia, Vol. 8:1 (April 2018), hlm. 30. 
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oleh tokoh lokal kepada eks pengungsi dalam posisi strategis dalam masyarakat, 

mengakibatkan terhambatnya akses dan bantuan sosial terutama program rumah 

RISHA atau rumah layak huni dan terjangkau. Kesamaan dengan peneliti terdapat 

pada objek yaitu eks pengungsi Timor Timur dan lokasi yang sama yaitu di 

Kabupaten Belu. Kesamaan lainnya adanya sudutpandang mengenai diskriminasi 

dan pelanggaran HAM terhadap pengungsi terutama dalam hal legitimasi tanah. 

Perbedaannya penulis dalam judul Hak Dasar Warga Pengungsi Eks Timor Timur 

cakupannya lebih luas lagi tidak hanya pada permasalahan tanah.  

Ketiga, jurnal oleh Yogi Mulia mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan 

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kmpus Bina Widya Simpang 

Baru Pekanbaru yang berjudul “Upaya Indonesia Dalam Repatriasi Warga Eks 

Timor Timur” 2000-2012.10 Penelitian ini menekankan pada upaya Indonesia 

dalam mewadahi hak setiap orang untuk menentukan pilihannya, yaitu dalam 

memilih kewarganegaraannya dalam bentuk upaya repatriasi atau pemulangan lagi 

ke Timor Leste yang di tujukan pada pengungsi Timor Timur yang dilakukan saat 

kondisi timor timur sudah mulai setabil dari berbagai macm permasalaah. 

Kedatangan pengungsi dari Timor Leste mempengaruhi keamanan Nusa Tenggara 

Timur sehingga menimbulkan beberapa permasalahn seperti perekonomian, 

pelayanan sosial yang terganggu karena banyaknya pengungsi yang datang pada 

saat terjadi referendum di Timor Timur. Proses repatriasi pemerintah Indonesia 

bekerjasama dengan United Nations High Comissioner For Refugees (UNHCR), 

                                                           
10 Yogi Mulia, ”Upaya Indonesia Dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur,” Jurnal Ilmu 

Sosial dan Politik Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru, Vol. 1:2 (Oktober 2014), hlm. 8. 
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International Organization For Migration (IOM) dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat CIS Timor yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah dalam hak hak pengungsi untuk memilih kewarganegaraannya 

seperti yang tercantum dalam Undang-undang. Perbedaannya terletak pada objek, 

penulis menggunkan objek pengungsi yang masih menetap di Indonesia yang 

memilih Indonesia sebagai kewarganegaraannya dan meneliti dalam Hak Dasar 

Warga Pengungsi Eks Timor Timur. 

E. Kerangka Teoritik 

Dalam mengurai dan menjelaskan penelitian mengenai Hak-hak dasar 

warga pengungsi eks Timor Timur, kerangka teoritik yang akan peneliti pakai 

adalah: 

1. Teori Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap orang dan 

keberadaannya dijamin oleh pemerintah. Indonesia merupakan negara yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam HAM sesuai yang tertulis dalam 

konstitusi  Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB XA tentang HAK ASASI MANUSIA 

dan dijelaskan dalam Pasal28 A hingga Pasal28J. 

Penjabarannya tertuang dalam Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 

Pasal1 angka 1 menjelaskan HAM yaitu “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat 

hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

yang maha kuasa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung 
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tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum serta perlindungan harkat dan martabat 

manusia.”11  

Telah diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 sebagai bentuk aturan Hak warga 

negara dalam Pasal 1 sampai 4, yaitu:  

“1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan. 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 
persamaan dan keadilan. 3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang 
bermartabat. 4)setiap orang berhak mempunyai hak milik peribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”12 

Artinya, setiap orang berhak atas hak-hak dasar untuk menunjang kesejahteraan 

baik dalam bentuk sosial atau kebutuhan untuk menunjang kesejahteraan sebagai 

warga negara. 

2. Teori Kepemimpinana Dalam Islam 

Pemimpin sebagai pengelola suatu negara sangat dibutuhkan karena sebagai 

pengelola negara yang akan menyelenggarakan segala urusan negara dan rakyat 

sesuai dengan tugas pemimpin. Al-Mawardi menjelaskan mengenai tugas dan 

tujuan umum Imammah. Pertama, imamah mempertahankan dan memelihara 

agama bagi dirinya maupun masyarakat yang dipimpin sesuai dengan prinsip-

prinsip yang ditetapkan dari hasil ijma oleh salaf (generasi pertama umat Islam). 

Kedua, sebagai penentu kepastian hukum di antara pihak-pihak yang mempunyai 

masalah dan juga sebagai penjamin keadilan dalam keputusan hukum yang telah 

                                                           
11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1),.  
 
12 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat 1-4. 
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ditetapkan, sehingga mendapatkan keadilan bagi pihak yang dirugikan maupun 

pihak yang membuat kerugian. Ketiga, sebagai pelindung wilayah Islam (negara) 

dan melindungi kehormatan rakyat sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang 

bebas dan aman. Keempat, memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. 

Kelima, membentuk kekuatan untuk meghadapi musuh. Keenam, memperluas syiar 

Islam dengan jalan dakwah dan memerangi terhadap orang-orang yang menentang 

Islam setelah dilakukanya dakwah. Ketujuh, mempertegas pembayaran pajak dan 

sedekah sesuai apa yang diatur dalam syara’, nash, dan ijtihad. Kedelapan, 

membuat pengaturan tentang penggunaan harta baitul agar dapat efektif dan 

digunakan sesuai aturan. Kesembilan, menerima nasehat dan pandangan dari orang-

orang terpercaya sehingga keputusan yang diambil mempunyai nilai bijaksana dan 

adil. Kesepuluh, mengatur umat dan memelihara agama, kepala negara dan 

pemerintah harus menanganinya secara langsung dan melihat keadaan sebenarnya 

di lapangan sehingga akan jelas akar permasalahannya.13 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan Penelitian  

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-

empiris, yaitu menggunakan pasal-pasal perundangan, pandangan para ahli dan 

                                                           
 13 Ibid., hlm. 260. 
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menggunakannya untuk mengolah dan menganalisis hasil dari data yang didapatkan 

dari lapangan yang disajikan dalam pembahasan.  

Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak-hak dasar warga negara dan 

juga melihat bagaimana pelaksanaan hak-hak dasar warga negara eks Timor Timur 

oleh pemerintah .  

2. Lokasi Penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian penyusun melakukan penelitian secara 

langsing di lokasi kamp pengungsi eks Timor Timur dan disekitarnya, di Desa Leun 

Tolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. 

3. Jenis Data 

Data dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis data yaitu: 

a. Data Primer  

Adalah data dasar atau bisa juga disebut sebgai data asli yang didapatkan 

peneliti dari sumber asalnya dan belum pernah diuraikan dan diolah oleh peneliti 

lain. Data primer berisi data yang aktual yang didaptkan dengan cara 

berkomunikasi dengan objek masyarakat di lokasi yang diteliti. Dokumen-

dokumen yang memuat informasi yang diperoleh di lapangan termasuk sebagai 

data primer.14 Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan warga 

                                                           
14 Hadikusuma Hilman., Metode Pembuatan Kertas Kerja, (Bandung: Mandar Maju, 

2013), hlm. 65. 
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eks Timor Timur dan juga informasi yang diperoleh dari kamp pengungsi yang 

berada di Desa Leun Tolu.  

b. Data Sekunder 

Adalah data yang didapatkan dari kepustakaan dan dokumentasi dari orang 

lain atau peneliti lain, berupa buku ataupun bentuk dokumentasi lainnya yang 

tersedia untuk umum ataupun milik pribadi peneliti.15 Data sekunder dalam 

penelitian berupa buku, perundang-undangan dan dokumen lainnya yang 

menunjang penelitian, diantaranya yaitu :  

1) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian didapatkan dengan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi  

Dilakukan peneliti dengan melihat langsung keadaan warga eks Timor 

Timur yang masih tinggal di kamp pengungsi dan melihat langsung bagaimana 

peran pemerintah dalam upaya untuk mensejahterakan warga di kamp 

pengungsi.    

b. Wawancara  

                                                           
15 Ibid., hlm. 65. 
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Adalah cara mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab dalam 

bentuk komunikasi secara langsung oleh peneliti dengan masyarakat yang 

menjadi informan yang bertujuan untuk mencari data yang dibutuhkan dalam 

penelitian.16 Dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan warga eks 

Timor Timur yang masih berada di lingkungan kamp pengungsi.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah surat-surat penting, bahan-bahan bacaan yang penting, 

ada yang dijilid seperti buku dan tidak dijilid. Dapat dikatakan sebagai 

dokumentasi seperti berbagai lembaran negara (staatsblad), tambahan lembaran 

negara (bijblad), berita negara, keputusan-keputusan pengadilan, dewan 

perwakilan rakyat, berbagai peraturan perundangan, laporan-laporan penelitian, 

makalah atau risalah-risalah ceramah ilmiah, hasil-hasil diskusi, seminar, 

simposium, akta-akta notaris, surat-surat kontrak, diktat-diktat, surat-surat 

kabar, majalah, buletin, catatan-catatan harian, perjalanan, biografi, atau 

otobiografi dan sebagainya. Baik berupa barang cetakan, tertulis dalam aksara 

latin maupun dalam aksara daerah, baik yang terdapat di perpustakaan maupun 

dari anggota masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut harus jelas diketahui 

siapa penulisnya, penerbitnya, tahun diterbitkan menguraikan tentang masalah 

apa, apakah ada kaitannya dengan masalah yang hendak diteliti atau dibahas.17 

d. Analisis Data 

                                                           
16 Ibid., hlm. 78. 
 
17 Ibid., hlm. 45.  
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Analisis data adalah upaya untuk mengetahui suatu hal yang ada dalam 

masyarakat, atau untuk mengetahui sebab akibat dari suatu hal yang terjadi 

dalam masyarakat. Penelitian hukum dengan mengumpulkan data-data untuk 

memperoleh pengertian tantang adanya hubungan, persamaan, perbedaan, 

peraturan, sebab akibat, dan sebagainya tantang masalah hukum yang diteliti.18 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis kualitatif  yaitu metode dan teknik dalam mengumpulkan 

data dengan cara observasi pengamatan di lingkungan penelitian, melakukan 

wawancara terhadap responden yang dikatakan mampu memberikan informasi 

dengan berpedoman pada catatan wawancara. Analisis kualitatif digunakan 

untuk data-data yang mutu dan sifatnya diukur dari ukuran kualitas yang ada dan 

berlaku di masyarakat, dengan memahami fakta dan gejala yang nyata terjadi 

dimasyarakat (sosiologis).19  

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab 

saling berkaitan membentuk suatu alur penelitian sehingga dalam penulisan hukum 

dapat tersampaikan secara runtut, terarah, dan sistematis. Maka diperlukannya 

adanya sistematika penulisan. Adapaun sistem penulisan sebagai berikut: 

Bab Pertama, pendahuluan didalam pendahuluan adanya sub bab 

pembahasan yaitu latar belakang masalah sebagai dasar untuk menentukan 

                                                           
18 Hadikusuma Hilman., Metode Pembuatan Kertas Kerja, (Bandung: Mandar Maju, 

2013), hlm. 98.  
 
19 Ibid., hlm. 99. 
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rumuskan masalah sesuai dengan apa yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka sebagai acuan dan bahan referensi, kerangka teoritik digunakan 

sebagai kerangka berfikir berdasarkan teori-teori sebagai pisau analisis untuk 

mengupas masalah yang diteliti, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, menjelaskan tentang islam dan hak asasi manusia. Menjelaskan 

arti hak asasi manusia secara umum dan menjelaskan hak asasi manusia sesuai 

dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang HAM. Menjelaskan hak asasi manusia dalam Islam. Menjelaskan 

kepemimpinan dalam islam yang didalamnya termuat hak dan kewajiban pemimpin 

dan hak dan kewajiban rakyat. 

Bab ketiga, gambaran umum mengenai kondisi pengungsi eks Timor Timur 

di kamp pengungsi dan penjelasan mengenai hak hak yang sudah didapat dan hak 

yang belum didapatkan oleh warga eks Timor Timur sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan uraian data yang didapatkan dari hasil 

wawancara. 

Bab keempat adalah pembahasan hasil penelitian, dalam bab ini akan 

diuraikan mengenai analisis hak dasar pengungsi eks Timor Timur sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penulis juga 

akan membahas pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hak dan 

kewajiban pemimpin dalam islam sebagai bentuk usaha kolerasi keilmuan 

keIslaman dengan keilmuan yang sifatnya sosial dalam mengaplikasikan integrasi 

dan interoneksi di UIN Sunan Klijaga dan diimplementasikan dalam mengetahui 
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hak dasar pengungsi eks Timor Timur serta permasalahan dalam pelaksanaan hak 

dasar pengungsi eks Timor Timur.  

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Merupakan bagian terakhir dari 

serangkaian penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang meliputi kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian hukum dan saran sesuai dengan pembahasan yang telah 

diuraikan dalam penulisan hukum diatas. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan analisi permasalahan mengenai hak dasar warga 

eks Timor Timur dangan menggunakan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia dan kewajiban pemerintah terhadap warga pada bab-

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:   

1. Permasalahan yang terdapat di kamp pengungsi warga eks Tomor Timur saling 

terkait satu sama lain yaitu seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan  dan upah 

pekerjaan yang minim menyebabkan warga mengalami kesulitan untuk membeli 

tanah pribadi untuk bisa keluar dari kamp pengungsian. Berada di atas tanah tanah 

pemerintah menjadikan warga hanya membangun rumah sementara yang seadanya. 

Terdapat hak dasar warga negara eks Timor Timur yang belum sesuai dengan aturan 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: (1) Hak 

untuk Hidup secara tentram, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (2) Hak 

Mengembangkan Diri (3) Hak atas Rasa Aman (4) Hak atas Kesejahteraan, hak atas 

pekerjaan yang layak, hak atas jaminan sosial (5) Hak Anak. 

2. Pemimpin mempunyai hak dan kewajiban terhadap rakyatnya dan rakyat 

mempunyai hak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Terdapat hak-hak rakyat 

terutama warga eks Timor Timur yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan yaitu 

dalam hal terjaminnya kebutuhan pokok hidup warga negara. Serta kewajiban 

pemimpin dalam melindung wilayah Islam (negara) dan melindungi kehormatan 
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rakyat sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang bebas dan aman, dan tugas  

memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. Peran pemerintah atau 

negara dalam melaksanakan kewajibannya terhadap warganya dalam mendapatkan 

hak dasar belum terpenuhi dan belum dilaksanakan. Pemerintah tidak memberikan 

upaya khusus yang diberikan kepada warga eks Timor Timur tidak ada 

pendampingan yang secara spesifik membantu warga untuk mendapatkan 

kesejahteraan. Pemerintah belum mengadakan program untuk mengembangan 

sumberdaya manusia terutama warga eks Timor Timur yang mengakibatkan warga 

cendrung tidak memiliki keterampilan ataupun inofasi lebih untuk meningkatkan 

produktifitas kerja pengembangan diri. Pemerintah lalai terhadap persoalan warga 

eks Timor Timur sejak tahun 1999 hingga saat ini belum dapat melaksanakan 

tugasnya untuk mencapai kebutuhan hak dasar bagi setiap warga negara. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Warga eks Timor Timur perlu mendapatkan perhatian yang khusus oleh pemerintah 

dalam segala aspek untuk memenuhi hak dasa warga negara. Pemerintah 

diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan warga eks Timor Timur yang 

sudah sejak tahun 1999 belum mendapatkan kehidupan yang layak sebagai warga 

negara.  

2. Pemerintah daerah Kabupaten Belu sebagai pemegang kekuasaan otonomi daerah, 

harus mempunyai usaha yang lebih karena di wilayah Kabupaten Belu masih 
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banyak warga eks Timor Timur yang hidup diatas tanah bukan milik ribadi. 

Program resetlement atau pemukiman kembali yang dilakukan pemeritah belum 

sepenuhnya berjalan maksimal.  

3. Warga eks Timor Timur merupakan bukti nyata bahwa pelaksanaan kebijakan 

pemrintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Bagi akademisi, peneliti, 

jurnalis, atau aktivis kemanusiaan diharapkan mampu memberikan kontribusi demi 

terciptanya kesejahteraan bagi warga eks Timor Timu dengan caranya masing-

masing sesuai dengan apa yang mampu dilakukan dan menjadi bidannya. 
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LAMPIRAN I  

TERJEMAHAN AL-QURAN 

Hal. Nomor 

Footnote 

Ayat Al-Qur’an 

dan Hadis 

Terjemahan Ayat 

4 7 Qs. Al-Hadid (57): 

25. 

Sesungguhnya Kami telah mengutus 

rasul-rasul Kami dengan membawa 

bukti-bukti yang nyata dan telah 

Kami turunkan bersama mereka Al 

Kitab dan neraca (keadilan) supaya 

manusia dapat melaksanakan 

keadilan. Dan Kami ciptakan besi 

yang padanya terdapat kekuatan 

yang hebat dan berbagai manfaat 

bagi manusia, (supaya mereka 

mempergunakan besi itu) dan supaya 

Allah mengetahui siapa yang 

menolong (agama)Nya dan rasul-

rasul-Nya padahal Allah tidak 

dilihatnya. Sesungguhnya Allah 

Maha Kuat lagi Maha Perkasa. 
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LAMPIRAN II  

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1 

Daftar Tenaga Pengajar SD I Sukabitetek 

No Uraian Guru Tendik PTK PD 

1 Laki-Laki 3 0 3 172 

2 Perempuan 15 1 16 133 

Total 18 1 19 305 

 

Tabel 3.2 

Jumlah dan Pembagian kelas SD I Sukabitetek 

No Uraian Detail Jumlah Total 

1 Kelas 1 L 31 62 

P 31 

2 Kelas 2 L 34 56 

P 22 

3 Kelas 3 L 33 44 

P 11 

4 Kelas 4 L 26 47 

P 21 

5 Kelas 5 L 28 51 

P 23 

6 Kelas 6 L 20 45 

P 25 
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Tabel 3.3 

Keadaan Sosial Budaya 

Jenis  Deskripsi kegiatan  Partisipan  Manfaat  
Kegiatan 
gotong royong  

Pembangunan rumah , dan 
fasilitas umum  
 

Seluruh 
warga 

Menumbuhkan 
keperdulian 
terhadap sesama. 

Perayaan hari 
besar 

Hari besar keagamaan 
 

Seluruh 
warga 

Meningkatkan rasa 
keimanan  

Meninggal  Sumbangan uang atau hewan  
 

Seluruh 
warga  

Meningkatkan rasa 
peduli terhadap 
sesama  

Pernikahan  Sumbangan uang   
 

Seluruh 
warga  

Meningkatkan rasa 
peduli  

Kelahiran  Tidak harus menyumbang  
 

Tidak 
seluruh 
warga 

Meningkatkan 
kepedulian  

Pembangunan  Rumah gotongroyong  
 

Tidak 
seluruh 
warga  

Meningkatkan 
kepedulian  

Organisasi 
perkumpulan  

Perguruan silat : PSHT, 
THS-THM 
Musik : Kor-K (paduan 
suara Gereja) 

Tidak 
seluruh 
warga  

Melatih potensi dan 
bakat 

Kegiatan 
budaya: 

Tarian Tebe untuk 
menyambut tamu 
Tarian Sergala menyambut 
tamu 

Seluruh 
warga 
bisa 
mengikuti  

Sebagai 
penghormatan 
kepada tamu. 
Sebagai kegiatan 
hiburan dalam acara 
adat. 
 

 

Tabel 3.4 

Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan 

Stasiun Pengukuran Hujan Curah Hujan Hari Hujan 

Januari  540.00 mm 15 

Februari  475.00 mm 13 
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Maret  453.00 mm 18 

April 161.00 mm 3 

Mei 0.00 mm 0 

Juni  0.00 mm 0 

Juli  45.00 mm 3 

Agustus  0.00 mm 0 

September 6.00 mm 1 

Oktober 340.00 mm 7 

November 576.00 mm 13 

Desember 580.00 mm 22 

 

Gambar Kondisi Kamp Pengungsi 

Gb1. Salah satu rumah warga eks Timor Timur yang berada di tanah pemerintah 
desa.  
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Gb2. Bantuan rumah dan tanah yang diberikan kepada warga muslim eks Timor 
Timur dari organisasi keagamaan non pemerintah. 

 

Gb3. Kegiataan diskusi dan wawancara bersama warga eks Timor Timur di kamp 
pengungsi. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa alasan memilih indonesia.? 

2. Apa alasan meninggalkan timor leste? 

3. Apakah lancar berbahasa indonesia.? 

4. Apakah lancar membaca dan menulis? 

5. Apa jenjang pendidikan terakhir yang di tempuh? 

6. Apakah sudah memiliki KTP, KK, apakah mendapatkan permasalahan 

dalam administrasi ataupun status kependudukan ? 

7. Apakah pemerintah pernah menjanjikan tanah dan bangunan ? 

8. Apakah ada bantuan dari pemerintah daerah? 

9. Apakaha ada bantuan dari pemerintah pusat 

10. Dalam bentuk apa dan berapa lama bantuan itu diberikan? 

11. Apakah ada bantuan dari lembaga non pemerintah/organisasi.? 

12. Siapa ? dan dalam bentuk apa bantuan itu.? 

13. Bagaimana sikap warga lokal menyambut kedatangan warga baru? 

14. Apakah sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.? 

15. Adakah program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan.? 

16. Apakah sudah mendapatkan penghasilan yang cukup.? / apakah upah/gaji 

yang diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan.? 

17. Bagaimana fasilitas pendidikan sekolah.? 

18. Apakah anak sudah mendapatkan pendidikan yang layak.? 

19. Apakah ada program untuk pendidikan bagi warga baru usia tua.? 

20. Bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.? 

21. Apakah sudah mendapatkan lingkungan yang sehat,? MCK, sumber air, dll 

22. Apakah sudah mendapatkan hak atas tanah.? 

23. Apakh sudah mendapatkan rumah yang layak.? 

24. Apakah warga baru mendapatkan jaminan sosial.? Seperti tunjangan, atau 

bantuan pemerintah, raskin dan sebagainya. 

25. Apakah merasa aman berada di kamp pengungsi.? 

26. Bagaimana pelayanan publik pemerintah yang diberikan, sarana dan 

prasarana umum jln, gereja, sumur bor, dll? 
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27. Adakah upaya pemerintah untuk mensejahterkan warga baru.? Apsaja 

upaya yang diberikan.? 

28. Apasaja upaya pemerintah desa untuk warga baru.? 

29. Apakah ada forum untuk warga eks timtim sebagai tempat diskusi ataupun 

forum untuk menyelesaikan masalah.?  

30. Apakah di perlakukan berbeda oleh penduduk asli terhadap warga baru.? 

Dalam hal sosial ataupun lainnya. 

31. Apakah warag baru merasa mendapat diskriminasi/pengecualian oleh 

warga desa.? 

32. Apakah warga baru dilibatkan dalam forum diskusi yang diadakan oleh 

lingkungan setempat.? 

33. Apakah demokrasi sudah berjalan baik di lingkungan eks timtim? Ikut 

pemilu 

34. Apakah mendapatkan akses informasi yang mudah, baik informasi dari 

desa, pusat ataupun sumber lainnya.? 

35. Bagaimana hubungan warag baru dan warga desa.? 

36. Pernahkan terjadi perselisihan.? Apa.? Karena apa.? Cara penyelesaian.? 

37. Bagaimana rasanya menjadi warga eks tim tim.? 

38. Apa harapan yang ingin disampaikan untuk pemerintah.? 

Muslim 

1. Apakah mendapatkan bantuan dari pemerintah selama menjadi pegungsi.? 

2. Lambaga apa yang membantu warga muslim eks timtim.? Dalam bentuk 

apa.? Berapa lama 

3. Apakah merasa aman sebagai warga minoritas muslim.? 

4. Apakah mendapat diskriminasi sebagai warga muslim.? 

5. Bagaimana hubungan sosial, ekonomi, budaya warga muslim dengan 

penduduk.? 

6. Apakah anak anak mendapat pendidikan agama islam disekolah negeri.? 

7. Apakah ada program khusus pemerintah untuk warga muslim.? 

Ustad/penceramah 
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8. Apakah mendapat kesulitan dalam mengurus pembangunan rumah 

ibadah.? Penyebab 

9. Apakah mendapat kendala untuk menjalankan ibadah atau kegiatan 

sebagai warga muslim.? 

10. Bagaimana bentuk toleransi warga terhadap warga muslim minoritas.? 

11. Pernahkah terjadi masalah degan warga desa.? 

12. Bagaimana pandangan warag terhadap warga muslim.? 

13. Bagaimana rasanya sebagai warga muslim minoritas.? 

DAFTAR NARASUMBER 

No. Nama Keterangan 

1.  Muhammad Yajid Tokoh Muslim 

2.  Rahmat Kartolo Tokoh Muslim 

3.  Vicenty De Deus Ketua Pemuda kamp Pengungsi Warga 

Eks Timor Timur 

4.  Florinda Warga Eks Timor Timur 

5.  Armindus Warga Eks Timor Timur 

6.  Juel De Costa Warga Eks Timor Timur 

 

Ringkasan hasil wawancara 

Dari keterangan individu warga eks Timor Timur dan dari forum diskusi 

bersama warga di kamp pengungsi mengenai keadaan di kamp pengungsi dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apa alasan memilih Indonesia? Karena ingin tetap menjadi warga Negara 

Indonesia 

2) Apa alasan meninggalkan timor leste? Karena faktor kerusuhan di Timor Timur 

dan untuk menyelamatkan diri.  
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3) Apakah lancar berbahasa indonesia? Masih ada warga yang tidak lancar berbahasa 

Indonesia terutama warga lanjut usia. 

4) Apakah lancar membaca dan menulis? Masih ada warga yang tidak bisa membaca 

dan menulis karena tidak pernah merasakan pendidikan formal. 

5) Apa jenjang pendidikan terakhir yang di tempuh? Mayoritas warga usia dewasa 

mempunyai latar belakang pendidikan setara sekolah dasar dan tidak sekolah, 

sementara warga yang lebih muda berpendidikan sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, dan sekolah menengah atas. 

6) Apakah sudah memiliki KTP, KK, apakah mendapatkan permasalahan dalam 

administrasi ataupun status kependudukan ? Seluruh warga eks Timor Timur 

sudah memiliki kartu identitas baru sesuai dengan tempat tinggal di Desa Leun 

Tolu. 

7) Apakah pemerintah pernah menjanjikan tanah dan bangunan ? Terdapat program 

bantuan rumah yang diberikan kepada warga dengan syarat sudah memiliki tanah 

pribadi sertifikat hak milik.  

8) Apakah ada bantuan dari pemerintah daerah? Memberikan bantuan berupa raskin 

sebanyak 30kg setiap tiga bulan. 

9) Apakaha ada bantuan dari pemerintah pusat? Ketika awal kedatangan pengungsi 

di desa Leun Tolu pemerintah dan UNHCR memberika bantuan berupa tenda, 

kebutuhan pokok dan uang. Bantuan tersebut berlangsung dari 1999 sampai tahun 

2001. 

10) Apakah ada bantuan dari lembaga non pemerintah/organisasi.? Warga muslim eks 

Timor Timur mendapatkan bantuan dari lembaga non-pemerintah lembaga 

organisasi keagamaan yaitu Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), aksi cepat 

tanggap (ACT), dan lembaga keagamaan lainnya sementara warga non-muslim 

tidak mendapatkannya. 

11) Dalam bentuk apa bantuan diberikan? Bantuan dari lembaga keagamaan non-

pemerintah berupa membelikan tanah, membangunkan rumah sederhana dan 

pembanguan fasilitas penunjang untuk warga muslim eks Timor Timur. 

12) Bagaimana sikap warga lokal menyambut kedatangan warga baru? Warga desa 

menerima kedatanagn warga eks Timor Timur dengan baik. 
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13) Apakah sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Lapangan pekerjaan masih 

sulit didapatkan. 

14) Adakah program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan? Tidak ada 

program pemerintah untuk membuka maupun menyalurkan lapangan pekerjaan. 

15) Apakah sudah mendapatkan penghasilan yang cukup? Atau apakah upah yang 

diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan? Penghasilan warga eks Timor 

Timur belum mencukupi kebutuhan dan upah yang diterima tidak terlalu banyak 

16) Bagaimana fasilitas pendidikan sekolah? Terdapat satu sekolah di desa Leun Tolu 

yaitu SD I Sukabitetek, fasilitasnya sudah lengkap namun jumlah tenaga pengajar 

masih sedikit.  

17) Apakah anak sudah mendapatkan pendidikan yang layak? Sudah namun belum 

maskimal. 

18) Apakah ada program untuk pendidikan bagi warga baru usia tua? Tidak ada 

program untuk memberikan pendidikan, maupun keterampilan pada warga lanjut 

usia atau dewasa. 

19) Bagaimana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.? pelayanan 

kesehatan sudah baik, berupa pelayanan posyandu bagi ibu dan anak. 

20) Apakah sudah mendapatkan lingkungan yang sehat,? MCK, sumber air, dll. 

Belum mendapatkan fasilitas MCK yang memadai dan jumlahnya masih sedikit 

di lingkugan kamp pengungsi.  

21) Apakah sudah mendapatkan hak atas tanah? Warga eks Timor Timur masih 

berada di tanah milik pemerintah pusat, tanah milik pemerintah desa, dan tanah 

miik warga yang meminjamkannya kepada warga eks Timor Timur. Mayoritas 

belum mampu membeli tanah pribadi.  

22) Apakah sudah mendapatkan rumah yang layak? Rumah yang dibangun belum 

layak dan juga dibangun bukan di atas tanah milik pribadi sehingga tidak bisa 

membangun rumah dengan maksimal. 

23) Apakah warga baru mendapatkan jaminan sosial? Mendapatkan raskin sebnyak 

30kg setiap tiga bulan dari pemerinth desa. 

24) Apakah merasa aman berada di kamp pengungsi? Terdapat rasa khawatir karena 

tinggal di atas tanah milik orang lain. 
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25) Bagaimana pelayanan publik pemerintah yang diberikan? Pembangunan gereja, 

jalan provinsi, sumur bor sebagai fasilitas umum, sedangkan secara khusus untuk 

warga eks Timor Timur tidak ada. 

26) Adakah upaya pemerintah pusat untuk mensejahterkan warga baru? Apa saja 

upaya yang diberikan? Meminjamkan tanah yang selam ini ditempati, namun 

khawatir jika tanah milik pemerintah ini akan difungsikan kembali dan harus 

meninggalkan tanah ini. 

27) Apa saja upaya pemerintah desa untuk warga eks Timor Timur? Secara umum 

diberikan untuk seluruh warga desa Leun Tolu berupa pengadaan fasilitas traktor 

pembajak sawah yang diberikan kepada kelompok tani yang aktif dan mempunyai 

struktur organisasi yang jelas. 

28) Apakah ada forum untuk warga eks timtim sebagai tempat diskusi ataupun forum 

untuk menyelesaikan masalah? Tidak ada forum resmi, forum perkumpulan biasa 

yang bersifat aksidental.  

29) Apakah di perlakukan berbeda oleh penduduk asli terhadap warga baru.? Dalam 

hal sosial ataupun lainnya. Tidak ada perlakuan berbeda dari warga desa terhadap 

warga eks Timor Timur. 

30) Apakah warag baru merasa mendapat diskriminasi/pengecualian oleh warga 

desa.? Tidak ada diskriminasi dari warga desa terhadap warga eks Timor Timur. 

31) Apakah warga baru dilibatkan dalam forum diskusi yang diadakan oleh 

lingkungan setempat? Forum diskusi dilakukan melalui perantara ketua RT yang 

berada di kamp pengungsi. 

32) Apakah demokrasi sudah berjalan baik di lingkungan eks timtim? Warag yang 

sudah memenuhi syarat memilih sudah memberikan hak suarany untuk pemilu. 

33) Apakah mendapatkan akses informasi yang mudah, baik informasi dari desa, pusat 

ataupun sumber lainnya? Informasi dari pusat maupun desa tersebar melalui ketua 

RT maupun warga yang menghadiri pertemuan. 

34) Bagaimana hubungan warag baru dan warga desa? Hubungan antar warga rukun.  

35) Pernahkan terjadi perselisihan? Pernah terjadi perselisishan dikarenakan keributan 

anak-anak muda. Penyelesaian masalah secara bertahap dari tingkat keluarga, 
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tetua adat, pemerintah desa, jika tidak mampu diselesaikan maka melewati jalur 

hukum polisi. 

36) Apa harapan yang ingin disampaikan untuk pemerintah? Agar pemerintah lebih 

memperhatikan nasib warga eks Timor Timur yang selama ini masih berada di 

kamp pengungsian 
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